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ABSTRACT
Konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (Vienna Convention on Diplomatic Relations) mengatur mengenai kekebalan
(immunity) dan keistimewaan (privilege) untuk perwakilan diplomatik di suatu negara asing dengan tujuan agar dapat menjalankan
tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Dalam praktiknya banyak diplomat yang melakukan penyalahgunaan kekebalan dan
keistimewaan yang dimilikinya di negara tempat ia diakreditasikan. Seperti kasus yang menimpa sekretaris I kedutaan besar Korea
Utara (Han Son Ik) yang melakukan penyelundupan barang ke Bangladesh.
     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang dilakukan oleh
sekretaris I kedutaaan besar Korea Utara di Bangladesh dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Bangladesh sebagai
negara penerima terhadap penyelundupan barang yang dilakukan oleh sekretaris I kedutaan Korea Utara.
     Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengolah dan menggunakan data-data yang berkaitan tentang hak
kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekretaris I kedutaan Korea Utara di Bangladesh telah menyalahgunakan hak kekebalan
dan keistimewaan yang diberikan kepadanya. Han Son Ik juga telah melanggar ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961 dan
hukum negara penerima (Bangladesh). Terhadap penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan yang dilakukan oleh Han Son Ik,
pihak pemerintah Bangladesh dapat meminta kepada negara pengirim agar kekebalannya dicabut. Dalam kasus ini, Korea Utara
tidak mencabut kekebalan yang melekat pada Han Son Ik, maka pihak pemerintah Bangladesh dapat menyatakan Persona Non
Grata terhadap Han Son Ik.
     Disarankan agar pejabat diplomatik lebih berhati-hati dalam bertindak supaya tidak melanggar hukum internasional dan hukum
nasional negara penerima, sehingga dapat terus menjaga nama baik negara yang diwakilinya. Negara pengirim dan negara penerima
agar bersikap tegas terhadap diplomat yang melakukan penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan yang telah diamanahkan
kepadanya.
